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Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh Dana Perimbangan terhedap Pertumbuhan Ekonomi di
Propinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adzlah untuk menganalisis pengarub Dana
Perimbangan secara umum, dan menganaliza pengaruh Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil
secarda khusus terhadap periumbuhan Ekosomi di Propinsi Sumatera Barat.[Data yang digunekan
sdalah data tahunan APBD Propinsi Sumatera Barat dan data PDRB Propinsi Sumatera Barat.
Hasil penelitian menenjukkan terdapat pengaruh vang positif antara variabel Dana Perimbangsn
terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana
| Perimbangan signifikan mempengaruhi periumbuhan ckonomi Propinsi Sumatera Barat, Hal ini
dihorapkan dapat menjadi  acuan  bagi pemerintah  terkait uwntuk  meningkatkan  kondisi
perekonomian Propinsi Sumatera Barat. Dalam realisasinya diharapkan efisiensi dan efektivitas
pengalokasion Dana Perimbangan dihwrapken menjedi optimal sehingga perekonomian vang |
mapan dapal lercapai. dalam hal positif vang dipengaruhi oleh dana perimbangan
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BAG 1

PENDAHULUAN

1.1. Lata: belakany

Undang-Undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusal
dur Daerah {revisi dengan UL no 32 tahun 2004 dan UL no 33 taliun 2004), vang
diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah di pusat maupun
di daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tefadi, dimana pola
weniralisasi pada sermus aspek membawa dampak tidak tepatnya pelaksanaan
pemmbanpunan dengan sosaran yaitu kesejahteraan masyarakat, karena memang
rentangnya yang terlalu panjang.

Semangat kemandician yang dikandung oleh kedua UL tersebut,
memberikan penyclesaian atas berbagai masalah yang ada, Namun dalam
pelaksanaannyas akan sangat berganiung kepada adanya kesepahaman berbaga
pihak atas pelaksanaan kedua UL tersebut. Oleh karena itu peran Pemerintah
Pusat di satw sisi masih sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan
otonomi daerah, selain peran dan dacrah pada sisi lainnya.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut | maka dana
perimbangan dialokasikan sebagian besar dalam bentuk bantuan yang tidak

disertai  denpan  petunjuk  serta  persyaratan-persvaratan  khusus  untuk

penggunaannya. Hal ini memberikan implikasi penting kepada daerah yaitu




memperbesar kemungkinan keberhasilan pelaksannan pembansunan di daerah.
Namun disisi lain keberhasilan serta kegagalan pengalokasiannya sepenuhnya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Dacrah.

Daerah (propinsi, kabupaten dan kota) diberikan kewenangan vang lebih
luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Daerah tidak lag
sekedar menjalankan insouksi dan pemenntab pusat, tetapl dituntul uniuk
mengembangkan kreatifitss dan inovasi dal:m mengoptimalkan potensi yang
selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2005).
Adanya kewenangan vang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan
peningkatan kemandirian dacrah (Sidik, 2002} Daerah dibarapkan mengalam:
percepatan perfumbuhan ckonomi (pemingkatan kesejahteraan masyarakat) dengan
peningkatan  produktivitas  dserah. Desentralisasi  ini  diharapkan  akan
menghasilkan dua manfaat nyata. yaitu:

4. mendorong peningkatan  partisipasi, prakarsa dan  kreativitas
masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemetataan hasil-
hasil pembanpunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memantaatkan
sumber daya dan potensi yang tersedia di daerah masing-masing.

b. memperbaiki alokasi sumber daya produksi melalul pergeseran
pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling
rendah vang memiliki informasi paling lengkap (Mardiasmo 2002).

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah
{desentralizasiy adalah =2danya disparitas (kesenjanpzn) fiskal antar daerah

Pemerintah pusat memberikan bantuan {fransfer) kepada pemerintah dacrah, salah

d




BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Rerdasarkan uraian basil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya,

penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh konsentrasi spasial sektor

industri dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah  di

Propinsi Sumatera Barat. Dari analisis didapat kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil cstimasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa PDRB

Propinsi Sumatera Baral dipengaruhi secara signifikan olebh dana

perimbangan dacrah Propinsi Sumatera barat.

. Dari hasi! estimasi vang telah dilakukan dapat diketahui babwa PDRB

Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi secars signifikan secara bersama
oleh Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Propinst Sumalera

barat.

. Dana perimbangan schagai instrumen desentralisasi fiskal dilihat dari

sisi penerimaan dacrah mempunyai peranan  yang besar untuk

memajukan dacrahnya atau meningkatkan pertumbuban ekonomi.

. Bahwa adanya kebijakan otonomi dsersh atan adanva kebijakan

desentralisasi merupakan kebijakan vang tepat untuk memajukan
peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan PDRB di

daerah Propinsi Sumatera Baratl.
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